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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka
memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud
pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi
pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat
dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (Good
Governance) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2024 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami
sangat berharap adanyva saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan
acuan untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini, dan hanya kepada
Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-
NYA. Amin YaRabbal ‘Alamin
Lhokseumawe, Januari 2025




IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah

satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen
pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat

visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas
alas  perumusan  perencanaan  strategis  organisasi  sehingga
menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat
diukur, diuji dan diandalkan.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK)
Lhokseumawe Periode 2023 - 2026 vang dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah

No Tujuan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

| 1.1 | Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah
menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Hasil pengukuran atas indikator
kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :




Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

| In ﬂ!h tor Eiﬂ'dl
No - Satuan | Target Realisasi Capaian | Predikat
1. | Persentase Persen 100 95,80 95,80
Pengelolaan

Keuangan Daerah e rCapd
dan Aset daerah
2. | Rata - rata Persen | 100 | 30,00 50,00
Persentase
Pencapaian
Program

Sumber: HPET) Kota Lhoksmimartie

Hasil pengukuran capaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe, menunjukkan hasil atas 2 (Dua) IKU yaitu : 72,90%
dengan predikat Sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram
berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2024
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good govenmance merupakan prasyarat bagi setiap instansi
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan
cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya good governance adalah adanya
akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga
pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika
atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam
mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai
makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diatur
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut,
mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan
sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe
dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan BMD bertanggung jawab untuk menyusun
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laporan kinerja. LKjII’ Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2024 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun
tujuan serta penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen
jangka menengah (Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah),

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWI
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada
mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe,

Peraturan Walikota ini telah dua kali mengalami perubahan nomenklatur yang
disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan penyesuaian peraturan
perundang - undangan yang berlaku, perubahan pertama dengan Peraturan
Walikota Nomor 15 Tahun 2018 dan perubahan kedua dengan Peraturan Walikota
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe
Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penvesuaian nomenklatur,
maka pada tanggal 16 Desember 2024 ditetapkanlah Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu
2]




Walikota Lhokscumawe dalam dalam bidang pengelolaan pendapatan, pengelola
keuangan dan BMD.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dipimpin oleh
Kepals Badan yang berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab kepada Wali
Kota melatoi Sekda. Beriknt bagan struktur oganisasi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe:

Gambar 1.1
Bagan SOTK Badan Pengelolaan Kenangan Daerah Kota Lhokseumawe
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Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan
pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan BMD,",

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan
pengelolaan keuangan dan BMD;

b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;

¢. perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang
pendapatan dan pengelolaan keuangan dan BMD;

d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang
kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pajak
bumi dan bangunan dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
BMD;

e. pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;

f. pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;

g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan
keuangan daerah;

h. pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah;

i. pengelolaan aset daerah;

j.- pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan kearsipan;

k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.




1. KEPALA BADAN
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan BMD,
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi :

o perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang
Pengelolaaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;

* penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya dibidang pengelolaaan keuangan, pendapatan dan BMD;

* pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka
menengah dan tahunan dibidang pengelolaaan keuangan, pendapatan dan
aset daerah sesuai kebijakan daerah, ketentuan standar yang ditetapkan;

* penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan dinas;

* penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai dinas;

* pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang
pengelolaaan keuangan, pendapatan dan BMD;

* pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya;

» pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari atasan; dan

¢ pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT BPKD

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi,
umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan
administrasi di lingkungan BPKD.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai

fungsi:
e pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang

pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD;

penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat;

penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
pelayanan dan pemenuhan perlengkapan rumah tangga dinas;

pelayanan administrasi kepegawaian serta pembinaan dan penegakan disiplin
bagi semua unsur di lingkungan dinas;

pengelolaan dan penyiapan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai dinas;

koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas;

koorninasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja (REN]JA),
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Daerah
(RENSTRA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/ Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggung Jawaban DPerangkat Daerah
(LPPD) serta bentuk pelaporan lainnya;

memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya;

pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dari atasan; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BPKD Kota Lhokseumawe membawahi 1 (satu) Sub Bagian vaitu ;

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun bahan

rencana dan program lingkup administrasi kepegawaian dan mengelola

6L




administrasi umum yang meliputi mengelola naskah dinas, penataan
kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, mengelola

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.

3. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melakukan
perencanaan, verifikasi dan penyusunan anggaran.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah mempunyai fungsi :
¢ mengkoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS

dan KUPA /PPAS Perubahan;

o mengkoordinasikan penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA
SKFD;

o penyusunan Qanun tentang APBK dan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran APBK;

» penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Penyusunan Anggaran
SKPD;

» mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;

¢ mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;

* mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;

* penyediaan anggaran kas; dan

» melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah membawahi 2 (dua) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Anggaran | mempunyai tugas :
e menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
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menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan
dan pembiayaan daerah;

mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan
daerah;

menyusun anggaran belanja daerah;

menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja
daerah;

mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;

melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK
dan rancangan Perubahan APBK;

melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan
jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang
APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;

melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang AFBK dan
Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;

melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;

melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA
SKPD, BLUD dan PPKD;

melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan
pendapatan PPKD;

membina SKPD dibawah koordinasi Asisten; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.




. Sub Bidang Anggaran Il mempunyai tugas :

* menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

* menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan
dan pembiayaan daerah;

* mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan
daerah;

e menyusun anggaran belanja daerah;

e« menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja
daerah;

« mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;

¢ melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK
dan rancangan Perubahan APBK;

* melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA /RKA SKPD dan PPKD;

* melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan
jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang
APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;

* melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;

¢ melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;

* melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA
SKPD, BLUD dan PPKD;

¢ melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;

* melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan
pendapatan PPKD;

s membina SKPD dibawah koordinasi Asisten; dan
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» melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAI

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas menyviapkan bahan

pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan

pengolahan data keuangan daerah serta menfasilitasi transfer dana Pemerintah

Kota kepada Pemerintah Gampong.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perbendaharaan

Daerah mempunyai fungsi:

mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;

mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;

mengoordinasikan penatausahaan pembiayvaan daerah;

mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
mengoordinasikan penempatan vang daerah dengan membuka rekening kas
umum daerah;

mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar
SP2D;

mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP
dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan S5P)
gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

mengoordinasikan  penyusunan  laporan  realisasi  penerimaan dan
pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat
pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang

daerah sebagai optimalisasi kas;
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mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta
pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yvang
berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan
pertanggungjawaban (SPJ);

mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian
kelebihan penerimaan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan Daerah membawahi 2 (dua) Subbid yaitu :

:

Sub Bidang Perbendaharaan | mempunyai tugas :

¢ menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
I;

¢ menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;

¢ menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan ;

» melaksanakan penelitian kelengkapan SPP dan SPM belanja barang dan
jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan;

e membuat daftar check list kelengkapan SPP dan SPM belanja barang dan
jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan;

» membuat surat pengantar penerbitan SP2D belanja barang dan jasa, belanja
modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan
keuangan;
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» membuat register SP2D belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja
tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;

e melakukan pencatatan realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal,
belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;

¢ mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai
dengan kewenangan;

+ melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan para Kepala Sub
Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan
unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala
Sub Bidang Perbendaharaan I;

* menghimpun dan memelihara Arsip yang berkaitan belanja barang dan
jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan;

* menyusun laporan hasil kegiatan; dan

* melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Perbendaharaan Il mempunyai tugas :

* menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
II;

» menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II;

* menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II;

» melaksanakan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja pegawai, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
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* membuat daftar check list kelengkapan SPP dan SPM belanja pegawai,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;

¢ membuat surat pengantar penerbitan SP2D belanja pegawai, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;

* membuat register SP2D belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah dan belanja bantuan sosial;

» melakukan pencatatan realisasi belanja pegawai, belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;

» melakukan pencatatan dan pelaporan potongan iuran wajib pegawai;

e mengontrol pembuatan daftar gaji;

* menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaiji;

e mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai
dengan kewenangan;

¢ melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan para Kepala Sub
Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan
unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala
Sub Bidang Perbendaharaan II;

e menghimpun dan memelihara arsip yang berkaitan dengan belanja
pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan
sosial;

e menyusun laporan hasil kegiatan; dan

» melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuvangan Daerah mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang analisa,
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Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran serta bidang pelaporan keuangan,
menyusun rencana dan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah, menyiapkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan
umum dan petunjuk teknis dalam bidang analisa, bidang penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran dan bidang pelaporan keuangan, menyiapkan
bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk
hukum daerah, menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan
belanja daerah dan pelaksanaan pendapatan/penerimaan, menyiapkan surat
teguran dan memberikan petunjuk teknis tentang pertanggungjawaban
keuangan, melaksanakan akuntansi dan verifikasi, menyiapkan bahan-bahan
pembinaan dan koordinasi tentang penerimaan daerah dalam rangka
penyusunan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan daerah,
merumuskan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel,
mengkoordinasikan  penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK, mengkoordinasikan penyajian informasi laporan keuangan
daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban
dan laporan keuangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
» pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
e pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
» pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK;
e pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
¢ pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
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penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan
akuntansi pemerintah daerah;

penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah daerah;

pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahi 2 (dua) Subbid,

vaitu :

1.

Sub Bidang Akuntansi | mempunyai tugas :

* melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;

» mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;

* menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas
daerah;

+ melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data
transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPL;

o melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi
penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;

» melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas
yang dilakukan oleh SKPD;
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melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh
SKPD;

melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD,
BLUD dan PPKD;

melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan
penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;

menganalisa laporan realisasi penerimaan;

menyusun laporan realisasi penerimaan APBK periodik (bulanan,
triwulanan, semesteran dan tahunan);

melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi
penerimaan (bukti memorial);

menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang
terkait dengan penerimaan;

melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas
daerah;

melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK;

menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

menyusun konsolidasi laporan realisasi APBK semester I dan prognosis 6

(enam) bulan berikutnya;
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menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

. Sub Bidang Akuntansi Il mempunyai tugas :

melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;

mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas
daerah;

melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data
transaksi pengeluaran;

menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
menyusun konsolidasi laporan realisasi APBK semester | dan Prognosis 6
(enam) bulan berikutnya;

mengikhtisarkan pengeluaran;

menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran
lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus
kas dan catatan atas laporan keuangan;

melakukan posting atas pengeluaran;

melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
menyusun Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBK;

melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan
pengeluaran SKPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara periodik
(bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
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menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;

menganalisa laporan realisasi pengeluaran;

melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK);

melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi
pengeluaran (bukti memorial);

menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang
terkait dengan pengeluaran;

melaksanakan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas
daerah;

menyusun bahan untuk tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK;

menyusun Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBK;

menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;

menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK;

melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penvusunan laporan
keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
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* menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang
terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan

* melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PENGELOLAAN BMD
Bidang Pengelolaan BMD mempunyai tugas melakukan menyiapkan

bahan pembinaan, petunjuk teknis, dan koordinasi di bidang penilaian,

pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan serta dalam

bidang analisa kebutuhan BMD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengelolaan

BMD mempunyai fungsi :

e mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe
barang;

« mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan BMD;

» mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan BMD;

+ melaksanakan penatausahaan BMD;

« mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi BMD;

 mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum
BMD;

* mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan BMD;

» mengoordinasikan hasil penilaian BMD;

« meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan

penghapusan BMD;
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e mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan BMD;

e mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan BMD dari SKPD;

« mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan BMD; dan

¢ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan BMD membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :

1. Sub Bidang Pengelolaan BMD I mempunyai tugas :

meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan BMD;

meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan pemeliharaan/ perawatan BMD;

meneliti usulan penetapan status penggunaan BMD;

menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan BMD;
menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan BMD Il mempunyai tugas:

meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD;

menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan BMD;

menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan BMD;
melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan
BMD;

menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;

meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan BMD;
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* menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan BMD;

» meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan BMD;

e menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan BMD;

* melaksanakan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan vang
diserahkan dari SKPL:

¢ menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi BMD;

¢ melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD
dengan pengurus barang SKPD), pelaksana akuntansi SKPD dan bidang
akuntansi;

* menghimpun dan menyusun laporan BMD dalam rangka penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah; dan

¢ melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

7. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PENDAPATAN DAERAH.

Bidang DPerencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan menyiapkan petunjuk teknis terhadap kegiatan perencanaan,
pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perencanaan,

Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai

fungsi :

o perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan
daerah;

e perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

« melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
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e merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan
retribusi daerah;

e melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan
pendapatan daerah;

* perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan
retribusi daerah;

e perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi
pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;

¢ merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis
teknologi informasi;

e melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan
pendapatan daerah;

e melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;

e menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik
internal maupun eksternal;

¢ melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;

» melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah;

e melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah; dan

» melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Daerah membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas :
o memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
¢ menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
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mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;

menyusun rencana kegiatan dan anggaran;

menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan
subjek pungutan serta perkembangannya;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas :

memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;

menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;

mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;

menyusun rencana kegiatan dan anggaran;

menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan
subjek pungutan serta perkembangannya;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

8. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menyiapkan petunjuk teknis

terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemungutan, penagihan, intensifikasi,

pengelolaan piutang dan pelayanan keberatan atas penetapan pajak daerah dan

retribusi daerah, serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal

penerimaan dan pelaporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengelolaan

Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

+ melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah;

pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah
dan retribusi daerah;

pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

pelaporan pendapatan daerah;

sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :

1.

Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah | mempunyai tugas:

e menyusun rencana kegiatan dan anggaran;

* menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas;

* menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dana perubahan
target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

* mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dana pendapatan lain-lain;
* menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis
pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

e menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif

retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
¢ melaksanakan penagihan tunggakan, piutang dan intensifikasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
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menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo dan
surat teguran kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi;

menerbitkan dan menyampaikan STPD, STRD yang telah melampaui batas
akhir pembayaran beserta denda kepada wajib pajak dan/atau wajib
retribusi;

menyiapkan laporan atas tagihan yang dilakukan;

melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I1 mempunyai tugas:

melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD
sektor retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data
penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

menghimpun dan melaporkan data penerimaan retribusi daerah dan
pendapatan lainnya;

menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Qanun tentang Retribusi Daerah
Kabupaten/ Kota;

melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait
terhadap regulasi pelaksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan atas
tunggakan/ piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

menyiapkan laporan penyisihan piutang;

melakukan penginputan piutang dan penerimaan atas piutang ke dalam
sistemn laporan keuangan;

mengarsipkan bukti terhadap semua jenis penerimaan atas piutang pajak
daerah dan retribusi daerah; dan

melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Di lingkungan BPKD dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan
kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi

pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat
dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan
jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, PNS vang dimiliki Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe memiliki keragaman latar
belakang. Secara keseluruhan jumlah PNS di Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe per Desember 2024 adalah sebanyak 74 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap Bagian di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1
berikut ini:
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Tabel 1.1
Rincian PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

1 | Kepala Badan - . 2
2 | Sekretaris 1 = 1

3 | Kepala Bidang 4 2 | &
| 4 | Ka.5ubbag 1 - f 1
5 | Ka.Subbid 7 5 | 12
6 | Fungsional (JFT) 4 4 8
‘ Pelaksana 26 20 46
Jumlah 43 31 74

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BPKD Kota Lhokseumawe

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin
dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 43 orang atau 58,1%, dan
jumlah Perempuan sebanyak 31 orang atau sebesar 41,9%.

Grafik 1.1
Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

58,1%

i 41,9%

Jeefit Kel@min Lski-Lat43 Perempuan 31

Surmber: Bagian Umum dan Koepoawaian, BPED Kota Lhokseumawe.
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Tingkat Pendidikan pada setiap Bidang pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024
J A SD | SMP | SMA | DII | DI 3‘5 o
1 | Kepala Badan - - - - | - = - -
2 | Sekretaris | = . - = | = 1 1 T
3 | Kepala Bidang - - - - | - [ & ]3] -
4 | Ka.Subbag | - - - - 1 ] = -
5 | Ka.Subbid [ - . =T =0 = 0000l 1 =
6 | Fungsional (JFT) - - | - - - B | 2 =
7 | Pelaksana - - 9 - 6 | 30 | 1 -
Jumlah 0 0 9 0 £ | 8 0

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BPKD Kota Lhokseumawe

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana
jumlah tingkat - Pendidikan 53 sebanyak 0 orang atau 0%, tingkat pendidikan 52
sebanyak 9 orang atau 122% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 49 orang atau
66,2%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 7 orang atau 94% - tingkat
Pendidikan SLTA sebanvak 9 orang atau 12,2%.




Grafik 1.2
Persentase PNS Menurut Tingkat Pendidikan

| Doktor: O

B Pasca Sarjana. 9
B Sarjana; 49

B Diploma 3. 7

W SMA: 9

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Per-
Desember 2024
PIM 111 4
PIM IV b
Total 10

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe
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Jumlah jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseurnawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2024

1lla

Kepala Badan .- - - - - -
Sekretaris = - 1 - - 1
Kepala Bidang TR - - 6 - 6
Ka. Subbag - - - . 1 1
Ka. Subbid - - - - | 12 12
8

Jabatan Fungsional - - - - -
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Total

= 0 S

Terdapat jumlah jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 28 jabatan.
Dimana eselon II.b masih kosong dan sampai dengan saat ini masih dijabat oleh
Pelaksana Tugas, eselon Ill.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon IILb sebanyak 6
(enam) orang, eselon IV.a sebanyak 13 (tiga belas) orang dan pejabat fungsional
sebanyak 8 (delapan) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini :
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Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat Tahun 2024

Pangka/ Golongan
n i

v

1 | Kepala Badan - - -
2 | Sekretaris - - -
3 | Kepala Bidang - -
4 | Ka.Subbag - -
5
6
7

Lr| =i} s

Ka. Subbid - - 11
Fungsional (JFT) - - 7
Pelaksana - 3 42
Jumlah : 3 62
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, BI'KD Kota Lhokseumawe

M = = =]

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan
pangkat/golongan IV sebanyak 9 orang, pangkat/golongan Il sebanyak 62
orang dan pangkat/golongan Il sebanyak 3 orang.

1.3 I1SU STRATEGIS BPKD KOTA LHOKSEUMAWTE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan
datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari Rencama Pembangunan Kota
Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu
strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang.
Adapun lsu-lsu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;

2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
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3. Pembangunan yang berorientasi pada Sustainable Development Goals
(SDGs);
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China.
Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh
antara lain meliputi:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan lklim;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;

2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya
Aparatur;

3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;

4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;

5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan

Kepemudaan;

37 |




o ®m N S

10.

11.

12

13.

14.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;

Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;

Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan
Pembangunan;

Optimalisasi Kemandirian Pangan;

Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;

Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan
Infrastruktur Dasar dan Strategis;

Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan
Penanganan Bencana

Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-

2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota
Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1

- - L O

Reformasi Birokrasi;

Peningkatan Kualitas Demokrasi;

Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;

Peningkatan Kualitas SDM;

Peningkatan Kualitas Kesehatan;

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pertumbuhan Ekonomi;

Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan

Pembangunan.
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Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe. Isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe antara lain :

1. Mengoptimal peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat dan
pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan, himbauan, pembagian brosur
dan pemasangan baliho tentang arti pentingnya membayar pajak dan
restribusi daerah demi kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe

2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan
secara valid, professional dan tepat waktu.

3. Mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur

dari administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah

1.4 LANDASAN HUKUM
LKGIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe ini disusun
berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dapat
diuraikan sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Setdako
Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum
dan Sistematika Penulisan.
BAB I1 PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Setdako Lhokseumawe dan
Perjanjian Kinerja.
BABIII  AKUNTABILITAS KINER]JA
Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja
Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.
BABIV  PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

21 PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah.
Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil
yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan
berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis BPKD (sebagai unit kerja
sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan BMD) dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kota
Lhokseumawe tahun 2023-2026. Pendekatan ini merupakan komitmen Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah
kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan
prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe, yaitu:
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Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemko Lhokseumawe Tahun
2023-2026

No

Tujuan

Strategi

Kebijakan

Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
vang baik

1.1

Meningkatnva
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kinerja
Birokrasi

1.1.1

Fasilitasi
Reformasi
Birokrasi dan
Akuntabilitas

Kinerja

Penguatan
svstem
pengelolaan
keuangan
daerah vang

efektif dan
| efisien

Optimalisasi
kegiatan
ekstensifikasi
dan intensifikasi
pajak dan
retribusi daerah

Sumber: Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe
(lihat Tabel 2.1), maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
telah menetapkan rencana strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dan Perubahan
Indikator Kinerja pada SK Walikota Nomor 287 Tahun 2023, vaitu:

Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sasaran strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah; dan
2. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk
program dan kegiatan yang mendukung visi pembangunan Kota Lhokseumawe
tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada
Dokumen Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
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2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai.
Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang
berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai.
IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan
berbasis waktu (prinsip SMART).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024
No Tujuan Sasaran Strategis Kinerja Utama Satuan
1 | Mewujudkan | Meningkatnya Persentase
tata kelola Kualitas Pengelolaan | Pengelolaan
pemerintahan = Keuangan Daerah Keuangan Persen
yvang baik dan Aset Daerah Daerah dan Aset
Daerah
Meningkatnya Rata-Rata
Layanan Pencapaian | Persentase
Tugas dan Fungsi | Pencapaian Faseen
8 £ paia
Perangkat Daerah Program

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Momor 287 Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam pencapaian
kinerja sasaran strategis, yaitu: 1) Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Aset Daerah; 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program.

38 |




2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/
komitmen/kesepakatan  antara  atasan  dengan  bawahan  untuk
mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian
kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan
dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa
yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai
dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah
melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja
Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota
Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
sebagai berikut:
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Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Lhokseumawe Tahun 2024
1 | Meningkatnya Kualitas | Persentase  Pengelolaan 100%

Pengelolaan Keuangan | Keuangan Daerah dan Aset
Daerah dan Aset Daerah Daerah

2 | Meningkatnya Layanan | Rata-Rata Persentase 100%
Pencapaian Tugas dan | Pencapaian Program
Fungsi Perangkat Daerah

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan Wali Kota Lhokseumawe, maka
besaran anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.4
Komposisi Belanja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Uraian Tahun Anggaran 2024
¢ Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah
Jumlah Pendapatan ' Rp. 48.255.680.441
BELANJA OPERASI Rp. 20.512.541.709,90
| Belanja Pegawai Rp. 12.818.283.414,90
Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.694.258.295,00
Belanja Bantuan Sosial -
BELANJA MODAL Rp. 686.574.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 446.574.800,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya 170.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA Rp. 1.171.555.800,00
Belanja Tidak Terduga Rp. 1.171.555.800,00
BEI.AN]A TRANSFER Rp. 122.992.640.220,00
L Belanja Bagi Hasil Rp. 10.568.178.720,00
Belanja Bantuan Keuangan Rp. 112.424 .461.500,00
Jumlah Belanja Daerah Rp. 145.363.312.529,90

Sumber: DPTPA- BPED Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja
dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, didukung dengan anggaran
sebesar Rp. 145.363.312.529,90,-.

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indicator kinerja
yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan
menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe :
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Gambar 2.1
Cascading BPKD Kota Lhokseumawe
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Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran
ataupun  tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk

| mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan  atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yvang mengemban amanah,
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe vang dibuat
sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, |
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target |

| masing-masing indikator sasaran strategis vang ditetapkan dalam dokumen Renstra |
I Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan sasaran vang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
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| tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanva masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu
memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja vang
semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

Realisasi
Target

Persentase Pencapaian Kinerja = x100

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian
kinerja, maka rumus vang digunakan adalah:

Targei-(Realisasi-Target)
Target

Persentase Pencapaian Kinerja = x100
Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka

ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, vaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja
No | Persentase Predikat
1 <100% Tidak Tercapai
2 =100% | Tercapai/ Sesuai Target
3| >100% |  Melebihi Target

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan
melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja vang téermuat dalam Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017, vaitu:
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Tabel 3.2

Kategori Nilai Capaian Kinerja
1 91%=<100% |  Sangat Tinggi
2 76% < 90% | Tinggi
3 660 <75% =, Sedang
4 51% < 65% | Rendah = ol
5 < 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagr Nomor B& Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis-analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi vang lebih transparan mengenai
sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

|

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran
strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur
keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Badan ngeiﬂlaan'
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan
Dacrah Kota Lhokscumawe, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota
Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023, Berikut hasil pengukuran atas IKU Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berdasasarkan Predikat Kinerja:
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Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024

No IKU

Satuan

Realisasi

(%)

Predikat

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuwangan Daerah dan

| Aset Daerah

1 | Persentase
Pengelolaan
Keuangan
Daerah dan Aset
Daerah

Persen |

| 100,00

95,80

9580

Tidak
Tercapai

Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Peran

t

Daerah

2 | Rata-Rata | Persen | 100 50,00 50,00 Tidak
Persentase Tercapai
Pencapaian
Program

Sumber: AFKD Kota Lhoksiumawe

Berdasarkan Tabel 3.3,

Pengelolaan Keuangan

telah ditetapkan.

hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU Badan

Daerah Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil bahwa
keseluruhan [KU berdasarkan Predikat Kinerja adalah tidak mencapai target yang |
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Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan .Keuangan Daerah dan
Aset Daerah

1 | Persentase Persen | 100,00 95,80 95,80 Sangat
Pengelolaan Tinggi
Keuangan
Daerah dan Aset
Daerah

Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Peran
Daerah

2 | Rata-Rata | Persen | 100,00 20,00 50,00 Sangat
Persentase . Rendah
Pencapaian
Program - | it

Capaian IKU Tahun 2024 ("b) 72,90 Sedang

Sumber BPED Kot Lokscumaws
Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil bervariasi yaitu,

sebanyak 1 IKU dengan Kategori: Sangat Tinggi; dan 1 IKU dengan Kategori:
Sangat Rendah. Artinya capaian IKU BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2024
berdasarkan Kategori Kinerja adalah 72,90 (Sedang)

Analisis yang dilakukan dalam lLaporan kinerja ini merujuk format
penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014,
yaitu:

= Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
= Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir;
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» Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

» Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
» Analisis penvebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

» Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

= Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN ASET DAERAH

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan
strategis vang diambil oleh suatu unit kerja pemerintah untuk mencapai tujuan.
Sedangkan kualitas kebijakan merujuk kepada seberapa efektf, efisien, relevan,
inklusif, dan berkelanjutan kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan
pengguna.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku Perangkat
Daerah vang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam melaksanakan
urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan BMD, telah melakukan berbagai kebijakan dan tindakan strategis
dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Upaya ini bertujuan untuk
memberikan sumbangsih  kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam
membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu,
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indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis 1 dapat dilihat pada
tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 BPKD Lhokseumawe Tahun 2024
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Aset Daerah
No Utama Satuan Tﬁg&t Realisasi (%)
Persentase
Pengelolaan
1 Kenangan Daeral Persen 100,00 95,80 95,80
| | dan Aset Daerah
Sumber: BPED Kota Lhokseumawe
1. PERSENTASE PENCELOLAAN KFUANGAN DAFRAH DAN  ASFEFI]

DAERAH.

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah merupakan salah satu
indikator utama keberhasilan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan vang
baik (good governance). Sesuai dengan tupoksinya, BPKD Kota Lhokseumawe telah
melakukan berbagai program dan kegiatan strategis (seperti: kebijakan Pengelolaan
Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Barang
Milik Daerah) yang dirancang untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan
fungsi-fungsi pemerintahan.

IKU Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah tahun 2024
diukur dengan formula:

lah Realisasi Pendapatan
=(ju|:na ealisas p I]ﬂﬂ)+
Target Pendapatan
Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud
- x100)
Jumlah Perangkat Daerah
2
64,48 34
- (Fa3ex 100)+(53x 100) _ (91.60)+( 100) _

= = 95,80 %
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Berdasarkan formulasi diatas, dapat dijelaskan bahwa: !

4+ Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat dijelaskan : jumlah

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp. 64,48 Milyar

sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2024 sebesar Rp. 70.39
Milyar, sehingga capaian kinerja dapat diraih sebesar 91,60%.

4 Untuk Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2024 dapat dijelaskan : jumlah Perangkat
Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud realisasi sebanyak 34
SKPD dan jumlah Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kota Lhokseumawe
sebanyak 34 SKPD, sehingga capaian kinerja dapat diraih sebesar 100%,

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53

Tahun 2014} atas IKU: Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

* Membandingkan antara target dan realisast kinerja talnn ini.
Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset
Daerah pada tahun 2024 memperoleh nilai persentase sebesar 95,80%. Nilai ini
belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100,00%. Artinya,
capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 95,80% (Kategori Kinerja: Sangat
Tinggi; Predikat Kinerja: Tidak Mencapai Target).

* Membandingkan realisasi kinerfa serta capatan kinerja taln ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir.
Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota
Lhokseumawe mengalami penurunan capaian kinerja. Hal ini dapat dilihat
pada perolehan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 98,29% (Sangat Tinggi),
Tahun 2024 menurun 2,49 poin vaitu sebesar 95,80% (Sangat Tinggi). Berikut
tren nilai perolehan Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Aset Daerah BPKD Kota Lhokseumawe:
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Tabel 3.6
Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Aset Daerah BPKD Kota Lhokseumawe

Tahun 2023-2024
2 Capaian
Tahun Target Realisasi Kinerja
2023 100,00% 98,29% 98,29%
2024 100,00% 95,80% 05,80%
Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe
Grafik 3.1

Perkembangan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Aset Daerah BPKD Kota Lhokseumawe

Tahun 2023-2024
S
""--\.L_
N
"-\._\._ _\_\-\-\-.“-
Tahun 2023 Tabun 2024
Sumber: BPFED Kota Lhokeumawe

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2023 Persentase yang diperoleh sebesar

98,29% (Sangat Tinggi) yang artinya masih belum mencapai target yang
diharapkan, pada tahun 2024 vaitu sebesar 9580 (Sangat Tinggi). Hal ini
disecbabkan karena ada beberapa unsur pelavanan yang masih harus
ditingkatkan terutama dalam pendataan dan penagihan pajak daerah yang

perlu diintensifkan, dan mencari inovasi - inovasi baru dalam peningkatan

PAD Kota Lhokseumawe dimasa yang akan datang,.
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» Mewhandingkan realisast kinerje sompal dengrn talmn ini dengan terget Jangha
menengih (targed hmn akhiv) yang ferdopat dalnm dokiemen perencirian strategis
OF gITRTIASE. .
Realisasi kinerja atas (KL Persentase Pengelolaan Eevangan Daerah dan ﬂ.set:
Daetah pada tahun 2024 adalah sebesar 95,80%. Semontara, target tahun akhir
(2028) yang hatus dicapai adalah sehesar 100,00%. Artinya, antuk mencapai
target akhir, membutmhkan nilai persentase sebanyak 3.20°% lagi.

= Amafisis peiyebab keberhasilon/ kepagalen alou pergelab peniughatmypertirutian

Fireria serta altermatif solust yang telah difakuhan,
Realisasi kinetja [KU: Persentase Pengclolaan Keuangan Dacrah dan Aset
Daerah tahun 2024 belum berhasil mencapal target yang telah ditetapkan
khmsusnva pada target Pendapaten Asli Daerah dari target sebesar 70,39
Milyar dan yany terealisasi sebesar 64,48 Milvar. Hal ind disebabkan olehe
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaren dan melaporkan |
kewajiban pajak daerab dan restribusi daerah tepat waktu,
2. Tidak akuratnya data yang ada dan tidak terbukanya wafib pajak dalam
menyampaikan objek pajak dan kewajiban pajak daerab.
3. Kaxangnya persanil danm kompetensi DM Pengelola Pendapatan,
keuangan dan BMD Kota Lholseumayve,
Solusi yvang akan dilakukan kedepannya adalah
1, Mengoptimalkan Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PADY) dari
masyarakat Jdan pelakn  usaba dengan  tnemberikan penyvuluhan,
himbauan, pembagian brosur dan pemasangan balihe  tentang arl
pentingnya membayar pajak dan restribusi decrah dema kesinambungan
pembangunan i Kota Lhokseumeasve;
2, Melakukan pendataan secara pntonsif dan berkesipambungan terhadap
objck - objek pajak dan restribusi daerdh, setts menciptakan inovasi -
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inovasi baru dalam menggali sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

3. Menganalisa kembali kebutuhan personil dan melakukan pembinaan,
peningkatan dan pengembangan SDM secara berkala dalam hal
pengelolaan pendapatan, keuangan dan BMD.

* Analisis program/ kegiatan yang menwnjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja.
Adapun program vyang menunjang keberhasilannya adalah Program
Pengelolaan Keuangan Daerah (Kegiatan: Koordinasi Penyvusunan Rencana
Anggaran Anggaran, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah,
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan
Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah), Program Pengelolaan Aset

Daerah (Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah); dan Program
Pengelolaan Pendapatan Daerah (Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah)
dengan total anggaran sebesar Rp. 129.290.876.820,00,- dan terealisasi sebesar |

Rp. 117.901.127.131,00,- atau capaian kinerja anggaran sebesar 91,19%.

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) mencerminkan sejauh
mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian
visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur
menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada
Perangkat Daerah.
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Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 BPKD Lhokseumawe Tahun 2024

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi
. Perangkat Daerah

Rata-Rat;a Persentase
1 ﬁiﬁ“ﬁ;ﬁgﬁ“ Persen 100 50,00 50,00
Daerah

| Su mber : BPKD Kota Lhokseumawe

. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT
DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah
indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang
direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian
tersebut:

Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target
Jumlah Indikator Program OPD

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, bahwa BPKD Kota Lhokseumawe

x 100%

mempunvai 4 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota
Lhokseumawe, vaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 2) Program
Pengelolaan Keuangan Daeraly; 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 4)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berikut pengukuran untuk tahun 2024
atas keempat indikator program tersebut:
1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:
Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

_ Jumlah Dokumen Adm. Pemerintah yang dilaksanakan
= Jumlah dokumen yang harus tersedia

x 100%
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= 3 = 1000 = LG

2} Indikator Program Pengelolaan Kewangan Dacrab divkur melalai
Penetapan APBD Tepat Wakta / 'lidak Tepat Walkiu
Untuk Indikator Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Dagrah Tahun
2024 ielah dilakukan Penctapan ATBD Topat Wakty sesuai dengan rget dan
ketentuan yanp berlaku, mdikator vang dicapai TN%.

3) Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah diukur melalui:
Pergentage Pengelolaan Barang Milik Daerah:

[wmlah Paranykat aerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Eerwujud
( FlertuldH Prratpiae Oadrah
{]umlah Prrazogkat Dasrab Lertb Admloistrasi Pecsedlaan 1l]1]) n
Jamiahk Pergreghal Dodrgk X
[umlah Penghapusan Aset x10 U) ‘
uitedte Perikoftoied Felphapusel Aser

3

xmn) +

2 1000+ 2 <00 |+ 14 : z =

4y Indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah divkur melalui: ‘
Persentase Menerimaan PAD:

_ Jumlaf Realisasi PAD

B Target PAD
6448
70,39

* 100%

% 100% = 91,60%

Maka, capaian tahun 2024 atas IKL: Rata-Rata Porsentase Fencapaian Program
 adalah sebagai berikut:

fumlah Indikator Program OPD vang Mencapeal Torgel «

100
Jumlah Indikator Pragram 0OPD %
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Berikut analisis capaian kinerja {Merujuk kepada PenmenpanRB Nomor 25
lahun 20114} atas [KL: Kata-lRata Persentase Pencapaian rogram:

¥ Aembendingkan aniarn lovgel dan vealisast kinerfa tabum i
Kealisasi kingrja atas IKL: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program  pada
fabun 2024 memperoleh nilal persentase sebesar ,00%. Kilai ind behamn
mencapal target vang telah ditetapkan vaitu sebesar 100%. Artinya, capaian
kinerja tahun 2024 adalah sebesar 5000% (Kategorl Kinerja: Sangat Rendah;
Predikak: Tidak Mencapai Target).

o Alembandingkar vealisasi kinevia serte capaian kincria tahum o dengan bl faln
drrn beberape babuer termihiir,
Realizasi kinerja atas IKU): Rata-Fata Pemsentase Pencapaian Propram pada
tahun 2024 adalah sebesar 50,00%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang
harus dicapai adalah sebesar 1008, Artinya, untuk mencapai targel akhir,
membutuhkan nilai persentase sebanyak 5000% lagi Dengan kata lain, pada

tahun-tahun berikutnva, BI'KD wajib melaksanakan seluruh program agar
mencapai target vang telah ditetaplan.

Tahbel 3.5
Parsentase Capaian Kinerja Pencapaian Program
pada BPKD Kota Lhokseumawe

Tahun 2023-2024 !
o Capaian
Tahun Target ; Realisasi Kinerja
M3 T0.00% 50,00% 0,00%
24 10000% | 50,00% 000%

Sumber HPKIY Knla Lhokseumewe
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Grafik 3.2
Perkembangan Capaian Kinerja
Rata-rata Pencapaian Program pada
BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024

Tahun 2023 Tahun 2074

Sumber: BPED Kota Lhokeumawe

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2023 Persentase yang diperoleh sebesar
50,00 (Sangat Kurang) vang artinya masih belum mencapai target yang
diharapkan dan pada tahun 2024 masih sebesar 50,00 (Sangat Kurang). Hal ini
disebabkan karena ada beberapa unsur pelayanan yang masih harus |
ditingkatkan terutama dalam hal pendataan dan penagihan pajak daerah
yang perlu diintensifkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
serta melakukan pembinaan secara berkala kepada OPD-OPD terkait untuk
selalu tertib administrasi dalam pengelolaan BMD.

» Membandingkan realisasi kinerja swmpai dengan tahun i dengan larget jangka
menengaly (target tahun akhir) yang terdapat dalem dokumen perencanaar stralegis
Orgimnisasi.

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada
tahun 2024 adalah sebesar 50,00%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang
harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk mencapai target akhir,
membutuhkan nilai persentase sebanyak 50,00% lagi. Dengan kata lain, pada
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hun-tabun berikutoya, BPKDY wagilr melaksanakan scluruh program agarf

mencapai target yang telah Jditetapkan. _I

Anglisis peayebal keberhasilmn/ kegagelan ataw penyebab ;&mingknh:m}.:enumnnn?

kinevin serte alfermalif solsi yang telal dilakadim, |

Fealisasi kinerja IKU: Rata-Ratas Persentase Pencapaian Program tahun 2024

belum berhasil mencapai target vang telah ditetaphan, Berdasarkan Formula

indikator diatas, dart keempat indikator program tersebut indikator program

Pengelolaan Aset Dagrah dan Program Fengelolaan Pendapatan Daerah vang

belum mencapai tanget 100%. Hatl ini dischabkan aleb:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran dan mefaporkan
kewajiban pajak daerah dan resribusi daerah tepat wakha,

2 Tidak akuratnya data yang ada dan tdak terbukanya wajib pajak dalam
menyampaikanobjek pajak dan kewajiban pajak dacrah.

3. Kurangmya personil dan kompetensi SUM Pengelola Pendapatan, keuangan
dan BMD Kota Lhokseumnawe,

Solusi vang akan dilakukan kedepannya adalal:

1. Mengoptimalkan Peningkatan PFerulapatan Asli daerah (PATY  dari
masyarakat dan pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan, himbauoan, :
pembagian brosur dan pemasangan  baliho tentang arti pentingnya
membavar pajak doan restribesi daerah demi kesinambungan pombangunan
di Kok Lhokseumawe;

2. Melakukan pendatean secara intensif dan berkesinambungan terhadap
otjek - objelk pajak dan restribusi daerah, serta menciptaken inovasi -
inovasi baru dalam menggali sumber - sumber Pendapatan Asli Daersh
{PAD) puna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

3. Menganalisa kembali kebutmhan personil dan melakokan pembinaan,
peningkatan dan  penpgembangan SDM  sccara berkala  dalam  hal

pengelolaan pendapatan, keuangan dan BD.
B« T N o0 rTosa




» Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja.
Adapun program vyang menunjang keberhasilannya adalah Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Keuangan
Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan
Pendapartan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 145.363.312.529,9%0,-
dan terealisasi sebesar Rp. 133.612.780,223,00,- atau capaian kinerja anggaran
sebesar 91,92%.,

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada
penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan |
pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau |
meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat
‘dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi
kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi
adalah:

Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)
Capain Anggaran yang Digunakan (Input)

xm;uri1

Interpretasi

| S : Angga:;ﬁ ﬂ?gunakan secara _nptimal. hampir tanpa
E;_“Ei' pembamsan dan target kinerja tercapai atau
o iterla_mE
Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dala
e JIPSRERUNAAT ANERATATL
Cukup | erdapat pemborosan yang slgmﬁkan, namun masi
Efisien |dalam batas vang dapat ditoleransi.
Kurang ||Anggaran 1 tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu
Efisien rbaikan kinerja secara signifikan.

60| L

Tingkat Efisiensi =

x 100%

Interpretasi:

Efisien




ity
o

Rentang | -
Efisiensi (V) Kategori H Interpretasi

f—

() = Tidak il°‘7~j-1'“=‘4'-']'*'?l sangat bll-l‘.ﬁifi; ‘dengan tingkat pemborosa
" Efisien [tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam,

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinctja sasaran strategis pada
BPEL Kota Lhokseumawee:
Tabel 3.9

Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
BPED Kota Lhokseumawe Taluan 2024

Sasaran Sirategie 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kevangan Daerah dad |
Agset Daerah :

!: Indikator Kinerja Utama Satoan {:] :ﬂinl"iirl: !Capma;ln E_fis.iensi
Persentase Pengelolaan

1 | Keuangan Traerah dan Aset Persen Y5,80% 91,19% 106,06%
Diaerah

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Layapnan Pencapaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah :

Rata-Rata Perzentase ! ) o
1 Pencapaian Program PO DPersen 0, 00% a1,92% _ 54 40%
Sumber: BPKT} Kota Lhoksrumawe

Eerdasatkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran sbrategis yang

divkur melalul 2 f{dua) KU Badan Pongelolaan Keuangan Dacrah Kota
Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Pengelolaan Keuangan Daerab dan  Aset  Dacrah
menunjukkan lingkat efisiensi sebesar 105,06% (Sangat Efisien); dan

2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program D menunjulkan tingkat
efisiensi sebesar 54 40% (Cukup Efisien).

Zelanjutnyva, berdasarkan rentang efistensi terscbut, Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan
titwlaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang
rmendapatkan nilai yang Lebih baik.
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Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab Badan Pengelolaan
Keuangan  Daerah  Kota ~ Lhokseumawe  dalam  mengelola  dan
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau sumber daya vang telah
diberikan, Tujuan utama dari akuntabilitas keuangan adalah untuk memastikan
bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan
vang berlaku. Berikut rincian program/kegiatan, pagu dan realisasi anggaran terkait
pencapaian target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
pada tahun 2024:




Tabel 3.10

Pagu dan Realisasi Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN ANGESY N | REALISASI | CAPAIAN
mﬂl‘ﬁh& mﬁﬂ URUSAN PEMERINTAH DAERAH 16.072.435.710,00  15.711.653.092,00 97,76
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.200.000,00 18. Eﬁ3 900 48,25
hhdmmm;u _F-‘_:;-.mngan Perangkat Daerah B N 11?"»1) Eﬁ;dﬂ;?;l} 11. 530.619.770, I]ﬂ. __é,;»;_ )
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 0,00 0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah 548.215.000,00 501.491.142,00 91,48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 239 984 800,00 239.960,000,00 09,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.452.963.840,00 1.426.882.068,00 98,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1.066.520,000,00 99383621200 | 93,18

Daerah
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PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI | CAPAIAN

FROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 123.788.196.020,00 | 112.565.746.121,00 90.93
Koordinasi dan Fenyuﬂu_nan Rencana Anggaran Daerah 168000000000 | 1.662.048.325,00 98,93
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah B :éanumm 408.046.240,00 93,80

D;K?ﬂg::[:ml dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 4&5“!”“‘“,[_!] - ?%m_za;m 9:':‘1? B
F_P;:un}ang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 121.188.196.020,00 | 110.028.268.320,00 90,79
FROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.832.190.800,00 | 3.767.272.602,00 98,31
Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.832190.800,00 | 3.767.272.602,00 98,31
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN I}AER_;IT'I 2 1.670.490.000,00 | 1.568.108.408,00 93,87
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.670.490.000,00 |  1.568.108 408,00 Y387
TOTAL 145.363.312.529,90 | 133.612.780.223,00 91,92

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024
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Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi
serta mewujudkan target kinerja yang ngin dicapal oleh Badan Pengelolaan
Feuvangan Daerah Keota Lhokseumawe dilakukan penganggaran melalui DFA-
Ferubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dagrah Kaota Lhokseumawe dengan total
angyraran sehesar Rp. 145.363.312329.%0- sedangkan realisasi anpgarannva
mencapai Rp. 133.61L780.223.(0,- alau serapan anggaran sebesar 91,92%. Dengan
demikian dapat diketahui pada tabun 2024 kondiai anggaran Silpa (5Gisa Lebih
Perhitungan Anggaran) adalah sebesar Rp. 11.750.532.307,00.-,
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran kinerja secara menyeluruh dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe tahun 2024, Gambaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
| Kota Lhokseumawe diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, vaitu: 1)
Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah; 2) Rata-Rata Persentase
Pencapaian Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis vang telah disajikan, Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe memang belum berhasil
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori
kinerja vang sedang (72,90). Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak
tercapainya target kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun
mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan bahan |
refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang
tahun 2024. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk
terus meningkatkan kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance).

Lhokseumawe,  Januari 2025




LAMPIRAN - LAMPIRAN

Penetapan Indikator Kinerja Ulama Perangkat deerah Kota
Lhokseumaw Tahun 2023-2036,

Penetapan Indikator Kinerja Dasrah Tabun 2023- 2036,

Kepurusan Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dacrak Kota
Lholeseumawe Nomor 01 Tahun 202

Laporan Healisasi Anpgaran Pendeapstsn dan Belanja Daerah
(Kansolidasi) Tahun Anggaran 2024,

Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah BPKD Tahun Anggaran 2024,
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LAMPEAN (I

Sesual Kapulusan Wikola Lhoxsaumaive

Mormor 241 Tabun 2024

Tentang Perubahan Kedua ates kepalusan Wal Kota Lhoksaumanes
Momor 272 lahun 2023 Tentang Penelapan Perabahan Indikstor dan
Target Kinerja Program, indbcator Kinesja Utama dan Indikalor Kinena
Dwerah pada Rencana Pemibangunan Kola Lhokseumawe Tahun 2023
2025

Panelapan Indikaior Kinerja Dasrah
Kota Lhokseumewe Tahun 2023-2026

Indikatar Kinerja Kondisi | Kondisi Kondisi Kinerjs 8.d Tehun
: = e Progree Kinea | Kinerja | Temm M 2026 P
Kaode - 9 {Cratcame) Cara Perhitungan Indikalor Batuan  |Awsl RPK|Awal RPK Capaian
Praiigsnm Setolsh Tahun | Tahun | Target |Semester| Target Rp FaRnagn
e perubahan 200 022 2 g Jawab
1] [ ) [0 (8] g | o | @ (B 00) 19 12
.!..E_IEM 526.044.689.831 | BPKD |
5 |02 | 01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAMAN  [Persentase Jurriah Dakumen Admimisiras:
DAERAH KABUPATENHKOTA Layanan Pamarintah Daarah yang
Administras: diksaniakars Jurkah Dohumen Fersen 100 100 100 100 §2421 08915 | BPKD
Pormediniah Administras Pemariakal Daarah yang
Diaerah sakansnya lenseda 100
I 145
5102 | 02 |PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  [Penatapan APEO Tepatl
Topal Wakly  |Tepat Wakiu/Tidak Tepat Waki | Walkiu/Tidak m m m ,LE: M3191 674839 | BPKD
4 B - Tapat Wakty
5| 02 | 03 |PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  |Parsentase : TS
m‘ “"F’m'“" Administrasi Asset Tatap dan Tak
aacat Borwujud / Jumiah Perangkat Danash
(%) + [Jurmiah Perangksl Dasrsh
Tt Adrmirastrasi Persadaan | Parsen | 100,00 10000 | ©020 | 10000 | 25365660678 | BPKD
Jumiah Parangiat *100%) « (Jumish
Penghapusan Asal | Jumiah
Parmohonan Penghapusan Asel
“100%) / 3




Indikator Kinerja Kondisi | Kondisi Tt 3004 w%mm SR
ey Diassrat
N ”“"""""“""""“““‘ Cars indikator | Satuan | Awal RPK|Awsi RPK Capaian
Kode [Outcoma| Perhitungan
Setelah Tabun | Tehun | Target |Semester| Target Rp I:m'
porubahian M M2 2 Jawab
1} 2] (&) 4 {5 18} n 1] (10 (11} 13
Eio2| 03 jvar |Parsantese Parangat Doerah Baraen 100 10 16 100 APKD
Tertil Lawl
5 .',I.:- -’,L War Parserase Prrongis Deersh Baraa . 100 100 100 BPYD
Termb Adrnemtr gk Byraodiaan
i 3 [V Prrveriana Peahapuaan v Porsen 100 100 088 o BHPKD
[ramrah
TN Ll
PROGRA GELOLAK DAPATAN DAERAH  |Persentase =
e s Lo parerieiaaan PAD [0 o182 PA e PAD® | persen | 6850 wo | ;s | 1o | sessrssxe| eexo
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PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tin. Mubamamad Safikul Zhahir e (45 Telp, (0055 460007, Fax (D6d%) 4199
LHORSEUMAWE

Kinde Pos 1435

REPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 0! TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanva Keputusan Wali Kowa
Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023 1entang Perubahan Alas
Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023
tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Program,
Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Daecrah Pada
Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026,
maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Dacrah hota Lhokseumawe Nomor O
Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe;

2. Untlang-Undang Nomor 11 Tehun 2006 tentang Pemerintahan
Acechs;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 ientang
Pemberlakuan Secara Efekifl Undang-Undang MNomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

| 5. Pergturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peruturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitns Kinerja Instansi Permerintah;




Menetapkan :

KEBATU

KEDUA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

B. Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemenntah;

10. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pengelolasn Keuangan Dacrah Kota
Lhokseumawe;

11. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun
2023-2026;

12. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023
tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja
Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah
Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-
2026, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota
Nomor 287 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Ko
Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 wentang Penctapan
Perubahan Indikator Dan Target Kineria Program, Indikator
Kineria Utama Dan Indikator Kinerja Daersh Pada Rencana
Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

13. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dacrah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Duaerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang
Penctapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dacrah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

Merubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-
2026, dengan daftar Lampiran yang baru sebagaimana tercanium
dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah ini;




KETIGA

KEEMPAT

: Segala biaya vang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala

Badan Pengelolsan Keuangan Daerah ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah im mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januan 2024
—

%" KEUANGAN DAERAH
/27 KOTA LHQKSERMAWE,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 0Ol
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023-2026

DAFTAR INDIRATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ROTA LHORSEUMAWE TAHUN 2023-2026
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PEMERFNTAHAN KOTA LEOKSELIMAWE

LAPORAN AEALFLAS] ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMIA DAFRAH [KOMNSDLIDASIH
TAMUN ANGGARAN h03d
0 Jarmar Wb farrael 31 Desarser 1034

Eode Bpkening [TLETEL ANGGARAN AEALISASH Ni04 W 2034 BEALISAY 2033
1 ] 3 4 5<[4/3)" 100 []
& Em.PI.'FAH.IHII.IH m.m.:ll.m',n HI.III.]DI.DIJEI_EL IT,.“
m | PENDARATAN ASLI DAERAH (PAD) TE.093.680.441,53|  64.476.075.279,50 | 84,73
410 Piijaln Dbran 42.355.400.096,00]  4LG14.355.425,00] T8
4,100 Hetribui Daerah 3.1 30.000.000.00 7,604 118337 00 BB
4,1.09 g Flf'lr,d.l.in H-Ii.l'rlﬂn- Daeran ]minipt-hhm lﬁ.mm:ﬂ 8. F96.31 DER.00 51IR
H-Dl Lain-lain IAD_]'H:‘!»HI u.-lﬂ'ﬂ.!}'l._aﬂﬁz?lj '|.D.I.F:|..-lm.l-ﬂ-h5ﬂ 75,49
JUINALAH PENDARETAN ASLI DAFRAH TEOULGR0.041,5)]  BA4T6.075. 279,50 84,73
43 PENDAPATAN TRANESIER 721 561.884.04000] 718 99,38] 657850528
42.01 [Pendagatan Transher Primeintah Pusst B4l 719.013.000,00]  649.664.202.559,00 100,45| £30.906.590.568,00
4.2.0d Pendapatan Transher Antar Daarah 75822 837.443,00] 68,446,173 561,00 80,27|  56.9185.581.770,00{
a9 LAIN-LAIN PEMDAPATAN DAERAH YANG SRR mnﬁn l.?ﬂm_&-;ﬂ H,i_.l‘ IIM%
4301 Pendapatan Hikah .00 0,00} [ 323.600.900,00)
Lain-ain Famdapatan Tevas dengis e Peityran
4303 Parandun g Undangan 13.346.61 7.843,00 5, 758650 616,00 3,12 21,30
JUMILAH LN LS PENOAPATAN DAERAH TANG SAH 13.346.617.843,00 5.758.650.618,00| 73,12
| |
| FUBALAH PENDAPATAN BI008. 34273760 THLNA 100.017,50] 47,58 755.048.798.572,00|
|
3 DELANIA DAERAH B57.032.964.141.90|  B07.738.542.894,68
53 | BELAMUA OPERAS) §18.101.810.118,00] 589 26640229800
5101 Balanja Pegawai 345,697,492, 145,90]  340.435.050.237,00]
5103 Belan|s Batang dan jasa 158 553 075.551,00]  167.136.655 580.00]
5,404 Aelanja Subiidi 1.143.000.000,00] 1.14%.000.500,00]
5.1.05 Balanja teban 40311330 300.00]  31.851402.816,00]
5.1 06 Aglanja Bantuan Soslal 70.357.906,054.00]  29.080.109 657,00
I [IEALAK BELANIA DPERASS muum.m,; 585 186 402 290,00
|
{ BELAMIA MODAL mEEi 01 FHLETE T4 BA
5:2.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.078.784.061.00] 1A.G2D: SRA| 15 RITRDE.XTE0
5103 [Relinjs Moda! Getung dan Bengonan 2B.1BG.NTEEIADO]  27oapoocEMaEd 98,06 2107314545500
5,2.08 Belanja Modal lalan, faringan, dan irigss S0.E12.706.487,00] 500097 783 Teg s SA5E| 18771.759.737,00
5.2.08 Helanja Modal Aset Tetdp Lanaya 5.402.074.510,00 5,4 75.507.385,00 , o 01 166 80,00
5106 Belanja Modal Aset Lainnys 261.076.132,00 11,600, 000,00 5,12 T
I_numuum. MOEAL 108, 716 950. 004, m.mm,m.ull 98.57) 6033545776190
(s [DELAMIA TIDAK TERDUGA LITLS 457
{5.3.01 Halanja Tudss Terduga 1.171 5588, 00 457,802 00 ﬁ 51 650, 358,00
t_mmmmmmngu 1.171,555.800,00 a57 5285015800
54 [BELAMIA TRANIFER 172.992.640,220,00]  116.772.206.058,00| 94,54
F"l el st ja Rag) sl | 10.568.178. 720,00 3,847 744 558 00] 36,41
5.4.02 Belanja Bantuan w ngmm.a: 1]
JURALAH BELANIA TRANSFER 137 95 680.720,00
t_mmm BT DT, 14 &, 85 17| ru.ulm.:n,!]
|
l |mw | 35.009.831.418.37 1] ( :s.-u.umm.m_l u.nl 17, AB4. TH6.TH0.00
] [PEMBAYAAN DAERAH 0B AIT]  ISL0NERLA §,540.080.4
B | PENERIVALAN FEATEIA T ALY S7OrSH7141837) 30083141437 105
6101 isa Lekel: Peihy ran Tahsan Sebety T LT L |

JUMLAH PENERIMARN PEMBIAYAAN

100.00] 10581 034 67437

702982191437 l?mt.lﬁﬂl Eq A0SO T ET

1“_
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REALISAS! FISIK DAN KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE TAHUMN 2024

=

E i, { .'.:_:'. HL0E | Adminisiras Medan Fheran T LA
Sub Kegistan | 5.02 01.2.02 0001| Perpediasn Gayi dan Tunjangan ASN

5.1,07.04 01, 0001
5.1.00.00.02.0001
5.1.01.01 030001
5.1,01.01.06 0001
51000007 0001
5.1 041.01 08 D001
5.1.01.01 000001
S.0.00.01.90.0001
5.1.04.01.11.0001
5.1.01.01.12.0001
510163 1. 4001
51,01 02.05.0001
5.1.01 0304 0006
6.1 01.03.01.0007
5.1.01.03.01.0008
5.1 01.03.01.0000%
5.1.01.03.01.0010
5 1.01.03.01.0019
5.1.01.63.01.0012

5.1.0-1.03.01.0014
5.1.04 00.01.0015

5107 03070018

Tahun Anggaran : J03a
Unit Kerja . Badan Pengelolaan Keuangan Dassrah
Kode Rakening ;40401
Bulan | Dagambar

Ino.| ProGRAM SO URAIAN ANGGARAN (R

REKEMING
1 2 3 r}

R [t

Sub Kegiatan |5.

s AreLee S eAn L Crarre T

Baolanja Gaji Pokok PNS

Balanja Tunjangan Kaluarga PNS

Balanja Tunjangan Jabatan PHS

Belanja Tunjangan Beras PHN3

Bolanja Tunjongan PPhTun@ngan Khausus PHE

Bielanja Pembulstan Gaji PNS

Bglanja buran Jaminan Kesehatan PNS

Balania hran Jaminan Kecelakasn Kara PHS

Belanja Buran Jaminan Kematian PHS

Baslan|a uran Simpanan Peseta Tabungan Pesumahan Rakyat PH5
Tambahan Penghaséan Berdasaran Beban Kera FMNS

Tambahan Panghasdan Berdasarkan Presias Keja P

Belan|a naartil bagi ASN alas Pemungidan Pajak Mabel

Balanja fnsertif bagi AZN stas Pemungutan Pajak Restoran
Belanja insantf Pegawal Non ASH ales Peminguian Pajak Hibuan
Betanja insentf bagl ASN #lEs Pemungulon Pajsk Reklime
Belan|i Insanil bagi ASMN atas Pemungutan Pajak Penerasgan falan
Balanja insamif bagi ASM atas Pemungutan Pajak Parkin

‘Balanjs Insenif bagl ASH alas Pomungutan Pajek Air Tanah
Balanis Ingamif bagi ASHN ates Pemungulon Pajsk Mineral Bukin Logam dan
Batuan

Balanja Insantif bagl ASM atas Pemamgutan Pajak Busm dan Bangunan Padesasn
dan Perkolaan

Hetargs Insentil bag ASN itis Pemungutan Beas Perciehan Hak atas Tanah dan
Hangunan

5.1.01 063,02 0013 Do Insentil bagi ASN atas Pamungutan Reiribusi Jasa Umum-Pengawasan

dan Pengerdalian Manara Talskomunikas)

81,02 02, 13,0006 | Belanga Insentif Prgawal Non ASH atas. Pemungulan Pajak Hobel
51,02 02 13,0007 | Balana Insenid Pagawal Non ASH atas Pemungulan Pajak Resioran

4 487 5T1.000
430055000
A4 071,000
2T0.018.000

20 626000
5. 000
2.724 703206
10.761. 000
32 82 000
24569 000
610,580,000
TAB. 740 000
72 800,000
5. 437 500
#.500.000
34 312 500
[1]

2000000
3.350.000

5625 000
75 000000
268 750,000

21,000,000

£.100,151.871

5.212 T46.635

400 448 000
A14 553.000
2300008, 000
At 426,000
57,000

8 425.000
28.273.000
A78.000
378.050.000 .
Baf 530.000] 96 A2
305 0001 100.00
156 088.9687) 100,00
12 680.000| 75.00
19378 T34 100,00
0| 600

1.095. 188/ 100,00

£ .586 000 100,00

0 0.00
250 800000 76.00
210,925 000 100,00

o 000

15. 785 00| 100,00
B 401 T2 | 100 00

41106685
56246

5180 718.615
B.3TE5AT
285.131.089

383073805
818 587776
26 205,000
156.058. 086
B T35.000
18.07T8.734

U
2 5686000

154 T 000
210025 000

15 785,000
B 401 . TN

1.109 388
BS2 172

T D8 380
£33 315
b= |

1208 ge0
48 063
141 211
BTE 000
14 576 305
P e
(1]

f
3 5000

B S |

G4, 500 000




T —

ANGGARAN FISIK KEUANGAN Si5A ANGGARAN
URAIAN ANGGARAM [Ap) |REVISUPERGESERA KET
NIPERUBAHAM (Rp) | %) {Rp} %) (Rp)
: ; : ? o )
Belanjs insantf Pegaswal Mon ASH alas Pemunguian Pajak Hitbiean o 7.020.000| 7500 5265000 | 2500 1,755 000
Belanja naentd Pegawai Son ASN #aas Pemungulan Pajex Reklame 0 A0 AR0GA1 | 10000 10480 540 | 0,00 i
Insanii Pegawal Mon ASH atas Pemunguian Pajak Paror o 582 313| 100,00 592.312 ) 000 1
Belanja insaniif Pegawal Mon ASH alas Pemunguisn Pajas & Tanah 1] 1 A0 D00 100 D0 1404 000 | 000 @
Belanje Insenl Pegawal Nos ASN atas Pemungulin Pogak Miners Bukan Logam E: o
dan Batuan 4 0,00 1,00
Halan|s hu:.n:l Pegawal Mon A5H ales Pemunguian Pajet Buml dan Bangunan o 140400000 7500 105 300,001 | 2500 14 090 P90
Betanja nsenbi Pegewal Mon ASN ales Pemunguinn Boa Perpichan Hak atas
Tarah dan B o 114 075.000{ 100,00 194.075.000 0,00 o

£.02.01, 2.08.0004

H.02. 04 2.08. 0005
5.1.02.01.01.0028

5.02.07.2.08. 00048

Penyedisan Bahan Logistik Kantor

151 02 01 01.0052 | Betarga Makanan dan kenuman Rapai

Penyodisan Bavang Cetakan dan Perggandaan

Befarus AlatHahan uniuk Kegeton Kanlor-Bahan Celas

5.1.02 02-01.0062

5.02.07.2.06.
15.1.02 0t 010001

Penyedisan Bahen Bacaan dan Perafuran Perundang-Undangan

Belanja Langgaran Jurnal'Surat Katar/Majalah

Penyalenggarsan Rapst Koordinasd dan Monsilies) SKPD

Belara Perjalanan Dinas Hiasa

5.02.07.2.06.0011
5.1.02.01 .01.0024

5.1.020302.013

5.02.01.2.07.0011
510201

§.2.02.01.03.0005
52002 05 02 0001

Dukungan Felaksasn Sistem Pemesnfahan Berbasis Elekfonik pada SKPD
Balanad AlstBahan Unbuk Kegisten Kanto-Alel Tulis Kanio

7 Balanga PFemesharman Alat Siudio, Kamundcasi, dan Pemancar-Alal Siude-Alat

Shadio Ladnnya

- S e e s )P e om0 1

" L L | ) |
Pengadasn Sarana dan
Earicr Lalrrya

Bedartja Modai Pompa
Halanja Modal Mobel

alod " - e L .-
5.1.02.01.01.0032 | Balanjaialst Bahan unluk Magiatan Kamor-Persngapan Dinas
04 0117 Bulanja Peralaian dan Mesin-Alal Kamor dan Rumah Tangga-Alal Kanior-Alat

110.000.600)

151.000.000
2. 1500030
100,100 000
o

5 500000

§.280.000
B 00000
30.00e3.000

28,000,000 | 99,77 | 27.936.400
28.000.000( ©0.77 27936 400
2 280,000 0649 2 200.000
108.000.000 | &7.1) 03426092
208 00.000| &7 13 03 426 092
161.100.000 | 96,7 155,899,550
2 16000 5879 2134000
108 200.000] #0954 108, 700,000
1.000 000 0 44 064400
5 500.000| 6091 3,350,000
§.250.000) B8.57 4 B8O 000
B.000 000 76,01 B.081_150
30.000.000) 100,00 30. D00 00
16 D00_D00) 100,100 & 000 000
860 000 100,00 560,000
0| 0.00

80.000.000| 0,00 46 B0 000

372
8,12

0,21

0.23
351
3,51

§
2.87

3.3
1.1
0,48
0.56

ia.09

11,43
2304

0,00

5 573 908




KODE
HO.| PROGRAM REKENING URAIAN
5

3 [ ]
f.2.02.06.02 D006 | Batangs Modal Alst Ruman Tangga ainmys (Home Lise)
5.2.02.06.01 0002 | Belanga Modal Poralatan Shudio idio dan Filn
5.2.02 08010006 | Balangs Modal Alsl Siudic Lalenya
5.2 02 10.01.0002 |Belangs Modal Personal Kompuier
5.3 02.10.02 D004 | Betanja Modal Pesalatan Jarmgan
5 2,02 10.02 D005 | Belarga Modal Peralatan Kompuler Lainmya

!  |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemarintahen Daerah XS
Hagistan | 5, 0001 | Penmyodinan Jasa Surat Memypural

5.1 02.01.01 D0QT | Bedanga AlatBahan Linfuk Kegiatan Kanior-Benda Pos

5.1 02 02 010064 | Bedangs Fake| FPengireman

—
§

———

5.02.01.2,00. 0002 | Penyediaan Jass Komunikas|, Sumber Daya 8ir dan Listrik
5.1.02.02 01.0058 | Betarga Tagihan Talapon

1 100,000

51020201 0083 | Belamga FawalFanmiliintemel TV Bafangaanan 8500 000 0,00 a
5.02.01,2.00.0004 | Penyociaan Jasa Felayanan Umum Kantor 1.084. 463,840 1.107.274.640 | D88 BTE9.200
51.01.00.07 D001 |Belangs Honoranium Penanggung|ewaben Pengelols Kedangan 424,200 000 412100000 | 002 100 D00
5 1.02.00,01 D052 | Retarga Makan darn Minum Rapat 380000 BLZS0. 000 T30 S0 200
5 1.02.01.01. 00548 | Bedarya Makanan dan Minuman Akiifitas Lapangan 36 000 000 36000 000 | 0,00 1]
51.02 02 01 0026 |Betanja Jasa Tenags Adminisiras! 495 D00 000 512000 000 1,72 9000 000

T30 000
3600, 000
B D] O
& Dy (0
B Bea G40

5 1.02.02 01 0030 |Belangs Jasa Tenags Kebarsian i DO 00o
51,02 02.01 001 | Badarjn Jasa Tenaga Keamanan 36.000.000
51,02 02 01,0033 | Betanga Jasa Tenaga Supir i D0 D00
5.1.02.02 01,0035 | Bsdania Jess Tenaga Teknisl Mokank dan Listrk 5000000
5§ 1,02 02 02 D006 |Belargs luran Jsménan Kasahatan bag Mon ASH 12 363 BA0

50201208  |Pemeliharman Barang M T R [ A e R E R " yersacoo0|  rosssacoco| sae|  sensaezz
| Wi Ea | |:.-:1m' BT A | AT T s e 1A i et A ' e e | T | T |
Panypedizan Jasa Pamelibaraan, Blsya Pemeliharaan, Pajak, dah Perizinan 536,000 330,000
50200 2.00.0003) 0 saraan Dines Operasional #lau Lapangan = e il 151800
5.1.02.01 01 0004 |Bedanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 145 020000 133 B70.000| 70,09 B3 728 100
51.02 01.01.0024 | Bedanja AlatfBahan untuk Kegiatan Kanioe-Alat Tulis Kantor UI 60800 0.00
5 1.02 02 04 D06 | Bslangs Sewn Kendaasn Barmoior Panemgang o T 000.000] 100,00 T7 Oiad 000
Belanjs Pemeliwmrann Alel Anghulan-Alal Anghutan Daral Bermolor-Kendaman
8 1.02.03.02.0034 Dinas Barmatar Pergrangan 10.00:]. D00 15089 200| 7866 11.672.500
Belarys Femetharaan Alal Anghutan-Alal Angutan Darat Bermelor-Bondpaman
ﬂtmmmmiﬂwm” 82 500.000 B2 000.000| 6854 56533000 | 30,08} 25 45T D00
5.02.01.2.00.000%| PamaliharsanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laimmys 500,000,000 £20.000.000 | 98,97 E19.802.920 i 196.080
5 1.02 02 06 0001 [Betanjn Sews Banguasn Gedung Kantar 150,000 DOD| 150 050, 000 'll'.lﬂ‘_uﬂl 150 000030 | 0,00 o
8 1,02 0 08, 0002 | Bedanja Sewa Bangunan Gudang B0 0040 000 120.000.000] 100 00 120 D00, D00 0,00 o
Bedanjs Pameiharnan Bangunan Gadung Bangunan Gedurg Teagal Kara-
89,02 03030007 Bangunan Godung Handor 200 0. 000 350 000.000| 99,54 40803 920 o.08 148 (80
PameiiharparnRehabilitasi Sarana davr Frasarens Geding Kantor atew
5.02.01,2.08.0010 20,000,000 S5.000.000| 93.51 S1.430.000| 648) 1.670.000
Bangurnan Lainnya :
Bedanja Pametharaan Alal Bengked dan Alai Ukur-Alal Bengiogl Bermesin- Al
6102080200681 e rmesin L [ 8.450,000| 61,808 5230000 | 3811 3 720,000
5 1,0203.020117 wm“' UARONIN G Ay P LI AL Sr o Kan 11,458 D00 o| o.00 0.00| 0
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